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KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 570/06/DPMPTSP-PS/PKBM/VIIl/2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL
PKBM AL - HIKMAH
BUPATI PESISIR SELATAN,
hukum

Menimbang 5 bahwa dalam rangka memberikan kepastian mberikan
kepada lembaga pendidikan Nonformal dalam mSit ctapkan
layanan pendidikan kepada masyarakat perlu tang lzin
dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan te“al Buisat

Operasional Lembaga Pendidikan Nonformt KMAH
Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) YPPC AL-H iy N

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 dalanrgl
Pembentukan Daerah Otonom Kapupater -
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah ( L€ rzns) Ji
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor & 8
undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lem g.ran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957), Undfm»‘é"‘lfl1 Ang
Nomor 58 Tahun 108,Tambahan Lembaran HC8ara
Republik Indonesia Nomor 1643); ;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 :
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

tentang
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 l?rml?:g
o T

Wajib Belajar (Lembaran Ne ' 8 5

ara Republik Indones!

2008 Nomor 90, Tnmbulm?x l.cml?amn Negard Republlk
Indonesia Nomor 4863);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesie Nomor
5103), scbagaimana telah diubah denga? peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang erubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 7010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
'I:ega;:h Republik Indonesia Tahun 2010 Nomorf 110,

ambahan Lemb i esia
5155) aran Negara Republik Indon

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 ’I‘.ahun
2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu pintu di Bidang
Penanaman Modal;

9. Instruksi Presiden Nomor § Tahun 2006 tentand Gerakan
Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar pendidikan
Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasar uta Aksard;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaa? Republik
Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang pendirian Satuan
Pendidikan Non Formal;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaarl Republik
Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini;

12. Peraturan Menteri Penidikan dan Kebudayaanl Republik

Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentans Penerimaan
didik Baru pada Taman Kanak - Kanak, Sekolal Dasar
Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Meneng
Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain Yang
sederajat;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri chublik Indonesia
Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Daerah;

14. Keputusan  Menteri Pendidikan Nasional ~ Nomor
018/U/1997 tentang Penyelenggaraan pendidikan pada
Kelompok Bermain dan Taman Pendidikan Anak (TPA).

15. Keputusan Menteri  Pendidikan Nasional ~ Nomor
051/0.2001 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;

16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Ti 2017
tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan
Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisit

Selatan;

17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2022
tentang Kedud , Susunan Organisasi, Tugas Pokok,
Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu;

18. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Model dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Nomor 00.8.3.2/18.a/Kpts /Dpmptsp-
Ps/2024 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan
Kepala Nomor 57023/Kpts/ Dpmptsp-Ps /2023 Tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas DMPTSP
Kabupaten Pesisir Selatan.

|

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

1. Permohonan Saudara Ketua PKBM AL-
Desember 2023 tentang Permohonan Perpanj

HIKMAH tangsal 14
angan 'Zn

Operasional Pusat Kegi -
giatan Belajar M akat PKBM )

YPPC AL-HIKMAH. ; o !

9. Surat Rekomendasi Kepala Dinas pendidikan dan
Kebudayaan ~Kabupaten Pesisir  Selatan Nomor
500.5.7.15/28/DPK.01/2024 tanggal 10 Januar 2024
perihal permohonan perpanjangan izif operasionél (PKBM)
YPPC AL-HIKMAH.

MEMUTUSKAN
Memberikan Perpanjangar Izin Operasional ini Kepad®
PKBM AL-HI

Nama Lembaga -
. Nilawati, 8.5,Gr
taraan paket ABC

; Pendidikan Kese
dan Keaksaraaf.

: Kampun

Penyelenggara
Program

Lokasi

g Barangan Nagari AmPang
Kecamatan v Jural

Tareh Lumpo ke
ir Selatan

Kabupaten Pesis
Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonfor’[rflal
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berl elama Tiga
(3) Tahun terhitung_s€jak Tanggal 31 ABUS 024 sampal
dengan 31 Agustus 2027.
Pemegang Izin ini Wajib :
1. Menyeleﬂggarakan kursus pendidikan nonfortnal'tersebut'
sedemikian TUP2 sehingga dapat memenubl fungsi
sya:akat.
g berlaku

sosialnya terhadap ma
i erundang—undangan yan

9. Mentaall Peraturan
atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengiri laporan perkala sesuai dengan ketentuan
yang perlaku.
4. Mengajukan permohonan perpanjanga’ n selambat
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin perakhir.
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1 VIKMAR

clajar Masyarakat ( VKM N
rholehkan

KEEMPAT . \’u;m\ Keglatan B
aclaku  pemegant, \zin Ope
SINe ) perasional ini,tidak dipe
untuk  dipindah  tangankan kepada  pihak " \
\

upati Pesisir Qelatan.

sepengetahuan B
dengan \ /

KELIMA
. Keputusan ini berlaku sejak tangeal ditetapkan
ketentuan  apabila dikemudian  hari ernyata terdapat
kekeliruan akan diperbaiki sehagaimansd mestinya. \ \ .
N\
Ditetapkan di © pAINAN LY
. 1 Agustu® 2024 \

pPada tanggal

. s aikan Kepada th:
1.Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2 §dr.Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pessel di Painan e
3. Arsip \
i
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